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Rekonstruksi Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan: Implikasi Pendidikan,
Status Sosial Ekonomi, dan Latar Belakang Budaya terhadap Kesetaraan
dalam Kemitraan

Information Author Abstract
This study re-examines the concept of Kafa'ah in Islamic
Ahmad Rozai Akbar marriage which bas been oriented towards equality of

religion, lineage, and economy, but ignores the factors of
Institut Agama Islam Tafaqquh  education, socio-economic status, and culture that influence
Fiddin Dumai the implementation of society. The purpose of the study is
email: to explore the relationship between these three factors and
sahmadrozaiakbar2@gmail.com Kafa'ah, identify the impact of conceptual reconstruction
on  partnership equality, and the role of women's
empowerment in determining the criteria for Kafa'ah. The
library method with content analysis was carried out
through a review of literature, journals, and normative
sources of Islamic family law. The data shows that
education is a new criterion for Kafa'ah in urban
communities, while socio-economic hierarchy is  still
dominant in traditional communities. The conclusion
states that inclusive reconstruction of Kafa'ah can improve
gender equality and the welfare of couples, while
strengthening women's position in determining their choice
of partners independently. These results have implications
Jor the development of regulations and public education to
enconrage more egalitarian marriage practices.
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Penelitian ini mengkaji nlang konsep Kafa'ah dalam
pernikahan Islam yang selama ini diorientasikan pada
kesetaraan — agama, nasab, dan  ekonomi, tetapi
mengabaikan faktor pendidikan, status sosial ekononti,
dan budaya yang memengarubi penerapan di masyarakat.
Tujuan  penelitian adalah  mengeksplorasi - hubungan
ketiga faktor tersebut dengan Kafa'ah, mengidentifikasi
dampak  rekonstruksi konsep  terbadap  kesetaraan
kemitraan, serta peran pemberdayaan perempuan dalam
menentukan kriteria Kafa'ah . Metode kepustakaan
dengan  analisis  fkonten  dilakukan  melalui - telaah
literatur, jurnal, dan sumber normatif hukum kelnarga
Islam. Data menunjukkan babwa pendidikan menjadi
kriteria barn Kafa'ah di masyarakat nrban, sementara
hierarki sosial ekonomi masibh dominan di komunitas
tradisional.  Kesimpulan — menyatakan — babwa
rekonstruksi Kafa'ah yang inklusif dapat meningkatkan
kesetaraan gender dan kesejabteraan pasangan, sekaligns
memperkunat  posisi - perempuan  dalam  menentukan
pilihan pasangan secara mandiri. Hasil ini berimplikasi
pada pengembangan regulasi dan edukasi masyarakat
untuk mendorong praktik pernikahan yang lebib egaliter.
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PENDAHULUAN

Dalam hukum keluarga Islam, konsep Kafa’ah merupakan pedoman untuk
menentukan kesetaraan dalam pernikahan berdasarkan aspek agama, sosial, dan
ekonomi. Namun, pada kenyataannya, faktor-faktor seperti pendidikan, status sosial
ekonomi, dan latar belakang budaya sering kali memengaruhi penerimaan dan
penerapan konsep ini di masyarakat. Tradisionalisme yang kuat dalam
mempertahankan hierarki sosial dan ekonomi kerap mengabaikan dinamika modern,

seperti meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi atau perubahan
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struktur ekonomi masyarakat (Subchi 2020). Di sisi lain, perbedaan pendidikan dan
status sosial ekonomi antara calon pasangan menjadi tantangan dalam menciptakan
kemitraan yang seimbang dan adil (Mrd, Siregar, and Nst 2023). Misalnya, perempuan
dengan latar belakang pendidikan tinggi sering kali dipandang tidak kafa’ah dengan
laki-laki yang memiliki kualifikasi lebih rendah, meskipun kemampuan intelektual dan
profesional mereka berkontribusi signifikan terhadap keberlanjutan rumah tangga.
Situasi ini menegaskan perlunya rekonstruksi konsep Kafa’ah yang lebih inklusif, yang
tidak hanya mengakomodasi perubahan sosial tetapi juga mendorong kesetaraan
gender (Mrd et al. 2023). Tanpa itu, prinsip Kafa’ah berisiko menjadi alat diskriminasi
yang justru menghambat kesejahteraan pasangan. Oleh karena itu, analisis mendalam
terhadap implikasi pendidikan, status sosial ekonomi, dan budaya terhadap Kafa’ah
menjadi urgensi untuk menjawab tantangan kontemporer dalam hukum keluarga Islam
(Jahroh 2020).

Fakta empiris menunjukkan bahwa penerapan konsep kafa’ah dalam praktik
pernikahan sering kali tidak sejalan dengan teori normatif yang berkembang dalam
literatur fikih klasik maupun modern. Sebagian besar kajian terdahulu lebih
menckankan pada dimensi teologis dan formal hukum, seperti kesamaan dalam agama,
profesi, nasab, dan kekayaan, sebagaimana tercermin dalam karya-karya seperti Al-
Mughni karya Ibnu Qudamah dan Al-Figh al-Manhaji (Rahmaningsih and Rizqi 2022).
Namun, pendekatan ini cenderung mengabaikan realitas masyarakat modern yang lebih
kompleks dan dinamis, di mana pernikahan tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian
garis keturunan atau status ekonomi, melainkan juga oleh kesetaraan nilai, pendidikan,
dan latar belakang budaya (Mrd et al. 2023). Dalam konteks masyarakat urban dan
multikultural saat ini, kriteria kafa’ah yang semata-mata didasarkan pada struktur sosial
klasik menjadi kurang relevan dan membutuhkan reinterpretasi.

Penelitian-penelitian kontemporer pun masih menunjukkan keterbatasan
dalam mengintegrasikan faktor pendidikan, sosial ekonomi, dan budaya ke dalam
analisis konsep kafa’ah. Studi Jahroh menyoroti ketidakseimbangan kafa’ah sebagai
salah satu pemicu kekerasan dalam rumah tangga, namun belum mengeksplorasi secara
mendalam keterkaitan antara pendidikan dan budaya dengan dinamika relasi suami istri
(Jahroh 2020). Sementara itu, penelitian oleh Iim, Syarial Dedi, dan Hartini
mengungkapkan adanya perbedaan persepsi antara guru yang telah menikah dan yang
belum menikah terhadap pentingnya kafa’ah, namun fokusnya terbatas pada opini
personal tanpa mengaitkan secara sistematis latar belakang sosial dan pendidikan (Iim,
Dedi, and Hartini 2022). Penelitian Wahyudani dan Muhazir (2023) di Pondok

Pesantren Gontor mengalihkan fokus kafa’ah pada kesesuaian visi kader dengan
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lembaga, mengabaikan aspek kesetaraan dalam rumah tangga (Wahyudani and Muhazir
2024). Demikian pula, studi Jamilah Mar’atush Sholihah dan Deden Irawan hanya
menyoroti kafa’ah dari sisi ekonomi, tanpa memperhatikan dimensi pendidikan dan
kultural (Mar’atush Sholihah and Irawan 2024). Adapun pembaharuan pemahaman
kafa’ah yang diusulkan Suud Sarim Karimullah masih bersifat konseptual dan belum
dikaitkan secara langsung dengan praktik kesetaraan dalam pernikahan kontemporer
(Suud Sarim Karimullah and Arif Sugitanata 2022). Namun, sebagian besar penelitian
ini tidak secara komprehensif mengaitkan pendidikan, status sosial ekonomi, dan latar
belakang budaya dalam konteks kesetaraan kemitraan. Gap penelitian ini terletak pada
kurangnya kajian yang mengintegrasikan ketiga aspek tersebut dalam satu kerangka
analisis untuk memahami bagaimana mereka saling mempengaruhi dalam rekonstruksi
konsep kafa'ah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan
mengeksplorasi implikasi dari pendidikan, status sosial ekonomi, dan latar belakang
budaya terhadap kesetaraan dalam kemitraan, yang belum banyak dibahas dalam
literatur sebelumnya. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi
bagaimana faktor pendidikan, status sosial ekonomi, dan latar belakang budaya
memengaruhi penerapan konsep Kafa’ah dalam pernikahan. Pertama, penelitian ini
ingin mengidentifikasi perubahan makna Kafa’ah di tengah transformasi struktural
masyarakat, terutama dalam hal akses pendidikan yang lebih luas bagi perempuan.
Kedua, analisis akan dilakukan untuk mengetahui dampak rekonstruksi Kafa’ah
terthadap kesetaraan dalam kemitraan pernikahan, termasuk bagaimana kriteria baru
dapat mengurangi konflik atau meningkatkan partisipasi aktif pasangan dalam rumah
tangga. Ketiga, penelitian ini menyelidiki peran pemberdayaan perempuan dalam
menentukan kriteria Kafa’ah, seperti pengakuan atas kemampuan intelektual atau
finansial sebagai bentuk kesetaraan. Terakhir, hasil penelitian diharapkan memberikan
kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih progresif
serta rekomendasi praktis untuk kebijakan sosial dan edukasi masyarakat. Dengan
pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya menjawab pertanyaan akademis tetapi juga
berupaya memperbaiki praktik pernikahan yang lebih adil dan inklusif

Penelitian ini didasarkan pada hipotesis bahwa rekonstruksi konsep Kafa’ah
yang memasukkan faktor pendidikan, status sosial ekonomi, dan latar belakang budaya
dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan dalam pernikahan Islam. Fakta
menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan penerapan Kafa’ah-seperti penolakan
terthadap perempuan berpendidikan tinggi atau tekanan untuk menikahi pasangan

dengan latar belakang budaya tertentu-telah menciptakan ketidakadilan gender dan
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konflik intra-keluarga. Dengan mengadopsi perspektif inklusif, penelitian ini
berargumen bahwa Kafa’ah tidak harus bersifat statis, tetapi dapat dinamis
menyesuaikan dengan nilai-nilai kesetaraan dan kesejahteraan pasangan (Surya et al.
2024). Urgensi penelitian ini semakin tinggi di tengah tren meningkatnya perceraian
dan ketidakpuasan dalam pernikahan yang disebabkan oleh ketidaksesuaian kriteria
tradisional dengan realitas kehidupan modern. Selain itu, hasil penelitian ini relevan
dengan agenda pemberdayaan perempuan dalam konteks Islam, terutama dalam
merumuskan kebijakan yang mendukung hak-hak perempuan untuk memilih pasangan
berdasarkan kriteria yang lebih rasional dan egaliter. Dengan demikian, penelitian ini
tidak hanya memiliki nilai akademis tetapi juga implikasi sosial yang luas untuk

memperkuat fondasi keluarga dalam masyarakat Muslim kontemporer.

KAJIAN TEORI

Konsep Kafa’ah dalam hukum keluarga Islam merujuk pada kesetaraan atau
kesepadanan antara calon pasangan suami dan istri dalam pernikahan, yang menjadi
salah satu prinsip penting untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan rumah
tangga (Surya et al. 2024). Menurut definisi fikih klasik, Kafa’ah mencakup kesamaan
dalam aspek agama (iman dan ketundukan pada syariat), garis keturunan (nasab),
profesi, serta kemampuan finansial (Wahyudani and Muhazir 2024). Ulama seperti Al-
Ghazali dan Ibnu Qudamah menckankan bahwa Kafa’ah bertujuan mencegah
pernikahan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan atau konflik akibat disparitas
status sosial. Dalam pandangan Hanafi, misalnya, kriteria utama Kafa’ah adalah agama
dan keterampilan (seperti ilmu agama atau profesi), sedangkan Mazhab Syafi’i lebih
menekankan pada kesamaan nasab (Jahroh 2020). Namun, definisi ini mulai
dipertanyakan dalam konteks modern, di mana faktor pendidikan, latar belakang
budaya, dan kesadaran gender turut membentuk kriteria Kafa’ah. Beberapa ulama
kontemporer seperti Hassan al-Banna dan Yusuf al-Qaradhawi mengusulkan
fleksibilitas dalam interpretasi Kafa’ah untuk menyesuaikan dengan perubahan sosial.
Dengan demikian, definisi Kafa’ah tidak hanya sebatas pada kerangka normatif
tradisional tetapi juga harus mencerminkan dinamika kehidupan modern yang
kompleks.

Manifestasi Kafa’ah dalam praktik pernikahan Islam beragam, tergantung pada
interpretasi masyarakat dan konteks budaya. Dalam literatur klasik, Kafa’ah
dikategorikan menjadi dua: Kafa’ah dzatiyah (kesetaraan intrinsik, seperti agama dan
nasab) dan Kafa’ah ‘aradhiyah (kesetaraan sekunder, seperti profesi dan kekayaan). Di

banyak komunitas Muslim tradisional, Kafa’ah dzatiyah masih menjadi prioritas,
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schingga pernikahan antara mualaf dan non-mualaf sering kali diperdebatkan
validitasnya. Sebaliknya, Kafa’ah ‘aradhiyah lebih fleksibel, meskipun ketidaksetaraan
ekstrem—seperti perbedaan profesi atau pendapatan—tetap dianggap sebagai risiko
bagi stabilitas pernikahan (Istibsjaroh, Mufarida, and Ainiyah 2019). Di era modern,
kategori ini semakin meluas dengan munculnya kriteria baru seperti tingkat pendidikan,
kesadaran hak-hak perempuan, dan kesesuaian visi hidup. Misalnya, perempuan
berpendidikan tinggi sering kali mensyaratkan pasangan dengan latar belakang
akademik serupa sebagai bentuk Kafa’ah dalam ranah intelektual. Studi antropologi
oleh Geertz (1960) di Indonesia dan Singapura (2012) di Malaysia menunjukkan bahwa
Kafa’ah juga dipengaruhi oleh adat lokal, seperti preferensi untuk menikah dalam
lingkaran etnis atau kelas sosial yang sama. Fenomena ini memperlihatkan bahwa
manifestasi Kafa’ah tidak statis, tetapi terus berkembang seiring transformasi nilai
masyarakat (Mar’atush Sholihah and Irawan 2024).

Pendidikan, dalam konteks luas, merupakan proses sistematis transfer
pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang bertujuan meningkatkan kapasitas
individu untuk berpikir kritis, bertindak rasional, dan berkontribusi dalam masyarakat.
Dalam perspektif Islam, pendidikan tidak hanya bersifat duniawi tetapi juga spiritual,
sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Muyjadilah (58): 11, yang menekankan
pentingnya ilmu untuk memahami agama dan kehidupan. Ulama seperti Al-Farabi dan
Ibn Sina memandang pendidikan sebagai fondasi pembentukan masyarakat ideal yang
beradab dan adil (Istibsjaroh et al. 2019). D1 era modern, pendidikan menjadi indikator
utama mobilitas sosial dan ekonomi, termasuk dalam menentukan kriteria pernikahan.
Tingkat pendidikan seseorang-terutama perempuan-sering kali diasosiasikan dengan
kemampuan finansial, kesadaran hak-hak gender, dan partisipasi dalam pengambilan
keputusan rumah tangga. Oleh karena itu, dalam literatur hukum keluarga Islam
kontemporer, pendidikan mulai diakui sebagai salah satu dimensi Kafa’ah , terutama di
masyarakat urban yang menempatkan nilai tinggi pada kapasitas intelektual dan
profesional. Meski begitu, tradisionalisme yang masih kuat di banyak komunitas
Muslim membuat kriteria ini kurang diakui secara formal, sehingga menciptakan
ketegangan antara ideal normatif dan realitas social (Aisy 2024).

Pendidikan dapat dikategorisasi ke dalam tiga dimensi utama: pendidikan
formal (sekolah, universitas), non-formal (pelatihan atau kursus), dan informal
(pembelajaran sehari-hari). Dalam konteks pernikahan, pendidikan formal—terutama
tingkat universitas—sering kali menjadi indikator utama kesetaraan intelektual dan
profesional antara pasangan. Misalnya, perempuan dengan gelar master atau doktor

cenderung memilih pasangan dengan latar belakang akademik serupa untuk
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memastikan kompatibilitas dalam visi hidup dan pengelolaan rumah tangga. Di sisi lain,
pendidikan non-formal seperti pelatihan keterampilan atau sertifikasi profesi juga
menjadi pertimbangan, khususnya dalam menilai kemampuan pasangan untuk
mendukung kebutuhan ekonomi keluarga (Mar’atush Sholihah and Irawan 2024).
Pendidikan informal, meskipun lebih sulit diukur, tidak kalah penting dalam
membentuk kesadaran tentang hak dan tanggung jawab dalam pernikahan, termasuk
pemahaman tentang kesetaraan gender. Studi oleh Mulia (2015) di Indonesia
menunjukkan bahwa perempuan berpendidikan tinggi lebih mungkin menolak konsep
Kafa’ah yang diskriminatif, seperti tekanan untuk menikahi laki-laki dengan status
sosial lebih tinggi. Fenomena ini mempetlihatkan bahwa pendidikan tidak hanya
memengaruhi kriteria Kafa’ah tetapi juga menjadi alat pemberdayaan perempuan
dalam menentukan pilihan pasangan secara mandiri (Ndayambaje et al. 2020).

Status sosial ekonomi (SSE) merujuk pada posisi individu atau keluarga dalam
hierarki sosial, yang ditentukan oleh kombinasi faktor seperti pendapatan, pendidikan,
pekerjaan, dan kekayaan. Dalam konteks hukum keluarga Islam, SSE menjadi kriteria
penting dalam penentuan Kafa’ah , terutama dalam masyarakat tradisional yang
mengaitkan kesejahteraan rumah tangga dengan kemampuan finansial pasangan.
Literatur fikih klasik seperti Al-Mabsuth karya Al-Sarakhsi menyebutkan bahwa
kemampuan ekonomi laki-laki untuk memberikan nafkah adalah salah satu indikator
Kafa’ah , schingga perempuan dari keluarga kaya sering kali didorong menikahi laki-
laki dengan profesi mapan. Di era modern, definisi SSE meluas mencakup akses ke
sumber daya pendidikan, jaringan sosial, dan stabilitas karier, yang semua itu
memengaruhi dinamika pernikahan. Misalnya, perempuan dari keluarga menengah
sering kali memiliki harapan lebih tinggi terhadap pasangan dalam hal tanggung jawab
finansial dan pembagian peran dalam rumah tangga. Fenomena ini menciptakan
ketegangan antara norma tradisional yang menempatkan laki-laki sebagai pencari
nafkah utama dan realitas kontemporer di mana perempuan juga berkontribusi secara
ckonomi. Oleh karena itu, analisis terhadap SSE dalam kerangka Kafa’ah menjadi
penting untuk memahami bagaimana faktor ekonomi memengaruhi kesetaraan
kemitraan dalam pernikahan (Ndayambaje et al. 2020).

Manifestasi status sosial ekonomi dalam konteks Kafa’ah dapat dikategorisikan
menjadi dua dimensi: faktor ekonomi langsung (seperti pendapatan dan kekayaan) dan
faktor sosial tidak langsung (seperti jaringan relasi dan reputasi keluarga). Faktor
ekonomi langsung sering menjadi parameter utama dalam penilaian kesetaraan
pasangan, terutama dalam komunitas agraris atau tradisional yang mengaitkan stabilitas

pernikahan dengan kemampuan finansial. Misalnya, laki-laki yang bekerja sebagai
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pengusaha atau profesional bergaji tinggi dianggap lebih kafa’ah dibandingkan buruh
harian lepas (Mar’atush Sholihah and Irawan 2024). Di sisi lain, faktor sosial tidak
langsung-seperti latar belakang keluarga bangsawan atau tokoh agama-juga memainkan
peran signifikan dalam menentukan penerimaan sosial pernikahan, terutama di
masyarakat dengan struktur hierarkis kuat. Studi oleh Hefner (2000) di Indonesia
menunjukkan bahwa kelas menengah urban cenderung lebih fleksibel dalam mengakui
Kafa’ah berbasis SSE, dengan menempatkan bobot lebih besar pada kesesuaian visi
hidup daripada kekayaan materi. Namun, di pedesaan atau komunitas konservatif,
tekanan untuk menikah dengan pasangan dari kelas sosial yang sama masih dominan,
yang sering kali mengorbankan keinginan individu. Dinamika ini memperlihatkan
bahwa SSE bukan hanya indikator ekonomi tetapi juga cerminan struktur kekuasaan

dan nilai budaya yang memengaruhi penerapan Kafa’ah (Ndayambaje et al. 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode library
research untuk mengkaji konsep Kafa’ah dalam hukum keluarga Islam melalui
perspektif pendidikan, status sosial ekonomi, dan budaya. Sumber data primer
mencakup kitab fikih klasik (Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, Al-Figh al-Manhaji),
sedangkan sumber data sekunder terdiri dari literatur modern, jurnal ilmiah, dan kajian
kontemporer (Azyumardi Azra, Musdah Mulia, Singapura)(Ramadan and Maesaroh
2013). Kerangka teoretis penelitian mengintegrasikan tiga perspektif:(1) Teori Kafa’ah
yang menekankan kesetaraan substantif dalam aspek agama, nasab, dan ekonomi; (2)
Teori Pemberdayaan Perempuan (Barbara Rieffel, Hilary Lips) terkait hak otonom
perempuan dalam menentukan kriteria kesetaraan pasangan; dan (3) Teori Kesetaraan
Kemitraan (John Rawls, Robert Nozick) tentang distribusi hak dan kewajiban yang adil
dalam rumah tangga. Proses analisis terstruktur dalam empat tahapan: (1) identifikasi
permasalahan dengan memetakan dikotomi antara norma Kafa’ah tradisional dan
realitas sosial modern; (2) pengumpulan data melalui teknik dokumentasi berbasis
literatur relevan; (3) kategorisasi data ke dalam dimensi Kafa’ah dzatiyah (kesetaraan
intrinsik), Kafa’ah aradhiyah (kesetaraan instrumental), dan agen perubahan
perempuan; serta (4) interpretasi data menggunakan analisis konten (content analysis )
untuk mengungkap pola interaksi antara faktor pendidikan, status sosial ekonomi,
budaya, dan evolusi konsep Kafa’ah . Penelitian ini menckankan sintesis kritis antara
sumber normatif dan studi empiris (Geertz, Hefner) guna membangun argumentasi

akademis yang rigor tentang urgen rekonstruksi Kafa’ah yang inklusif, adaptif terhadap
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dinamika masyarakat Muslim kontemporer, serta berkontribusi pada paradigma

kesetaraan gender dalam kemitraan pernikahan(Rahmaningsih and Rizqi 2022).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Literatur klasik dan modern menyebutkan bahwa konsep Kafa’ah dalam
pernikahan Islam mencakup kesetaraan dalam aspek agama, nasab, profesi, dan
ekonomi. Kitab fikih seperti Al-Mughni karya Ibnu Qudamah dan Al-Figh al-Manhaji
menekankan pentingnya kesamaan keyakinan agama dan garis keturunan sebagai
kriteria utama. Sementara itu, literatur kontemporer seperti karya Azyumardi Azra
(2010) dan Musdah Mulia (2015) mengkritik ketidakadilan gender dalam penerapan
Kafa’ah, terutama terkait diskriminasi terhadap perempuan berpendidikan tinggi. Studi
antropologi oleh Geertz (1960) dan Singapura (2012) menunjukkan bahwa Kafa’ah
juga dipengaruhi adat lokal, seperti preferensi menikahi pasangan dalam lingkaran etnis
atau kelas sosial yang sama. Di masyarakat urban, kriteria Kafa’ah mulai melibatkan
tingkat pendidikan dan kesesuaian visi hidup, meskipun hierarki tradisional masih
dominan di komunitas konservatif. Data ini menggambarkan bahwa Kafa’ah tidak
hanya norma teologis tetapi juga cerminan dinamika sosial dan budaya(Mar’atush
Sholihah and Irawan 2024).

Eksplanasi literatur menunjukkan bahwa interpretasi Kafa’ah bervariasi
tergantung pada konteks masyarakat dan transformasi nilai. Dalam literatur klasik,
Kafa’ah dzatiyah (kesetaraan intrinsik) lebih diutamakan, sementara Kafa’ah aradhiyah
(kesetaraan sekunder) bersifat fleksibel. Namun, di era modern, kriteria seperti
pendidikan dan kesadaran hak-hak perempuan mulai diakui sebagai bentuk Kafa’ah
dalam ranah intelektual dan profesional. Misalnya, perempuan berpendidikan tinggi
sering mensyaratkan pasangan dengan latar belakang akademik serupa untuk
memastikan kompatibilitas dalam pengelolaan rumah tangga (Anas, Sutisna, and
Hambari 2023). Studi oleh Mulia (2015) di Indonesia menemukan bahwa perempuan
berpendidikan tinggi lebih mungkin menolak konsep Kafa’ah yang diskriminatif,
seperti tekanan menikahi laki-laki dengan status sosial lebih tinggi. Fenomena ini
memperlihatkan bahwa Kafa’ah tidak statis, tetapi terus berkembang seiring perubahan
struktural masyarakat, meskipun resistensi dari kelompok tradisional masih kuat
(Wahyudani and Muhazir 2024).

Data literatur relevan dengan realitas ketimpangan dalam penerapan Kafa’ah ,
terutama di masyarakat dengan struktur hierarkis kuat.Contohnya, penolakan terhadap
perempuan berpendidikan tinggi atau tekanan untuk menikahi pasangan dengan latar

belakang budaya tertentu menciptakan konflik intra-keluarga dan ketidakadilan gender.
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Di Indonesia, kasus pernikahan antara perempuan berlatar belakang akademik tinggi
dan laki-laki dengan profesi sederhana sering ditolak keluarga karena dianggap tidak
kafa’ah . Hal ini menegaskan bahwa ketidakkonsistenan antara norma agama dan
praktik sosial menjadi sumber ketegangan dalam rumah tangga. Selain itu, resistensi
terhadap rekonstruksi Kafa’ah yang inklusif-seperti mengakui kemampuan intelektual
sebagai kriteria-menghambat upaya pemberdayaan perempuan. Dengan demikian, data
literatur memperkuat argumen bahwa Kafa’ah perlu direkonstruksi untuk mengatasi
ketimpangan dalam pernikahan yang disebabkan oleh ketidaksesuaian kriteria
tradisional dengan realitas kehidupan modern (Ramadan and Maesaroh 2013).

Literatur menunjukkan bahwa pendidikan merupakan dimensi penting dalam
menentukan kesetaraan pasangan dalam pernikahan. Pendidikan formal terutama
tingkat universitas sering dijadikan indikator kesetaraan intelektual dan profesional,
terutama di masyarakat urban. Misalnya, perempuan dengan gelar master atau doktor
cenderung memilih pasangan dengan latar belakang akademik serupa untuk
memastikan kompatibilitas dalam visi hidup. Pendidikan non-formal seperti pelatihan
keterampilan atau sertifikasi profesi juga menjadi pertimbangan dalam menilai
kemampuan pasangan mendukung kebutuhan ekonomi keluarga. Sementara itu,
pendidikan informal meskipun sulit diukur berperan dalam membentuk kesadaran
tentang hak dan tanggung jawab dalam pernikahan. Studi oleh Mulia (2015) di
Indonesia menemukan bahwa perempuan berpendidikan tinggi lebih kritis terhadap
konsep Kafa’ah yang diskriminatif, seperti tekanan menikahi laki-laki dengan status
sosial lebih tinggi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa pendidikan tidak hanya
memengaruhi  kriteria Kafa’ah  tetapi juga menjadi alat pemberdayaan
perempuan(Kasman 2021)

Eksplanasi literatur menunjukkan bahwa pendidikan memengaruhi dinamika
Kafa’ah melalui dua cara: meningkatkan kapasitas individu dan mengubah persepsi
masyarakat. Tingkat pendidikan tinggi terutama bagi perempuan sering diasosiasikan
dengan kemampuan finansial, kesadaran hak-hak gender, dan partisipasi dalam
pengambilan keputusan rumah tangga. Misalnya, perempuan dengan gelar akademik
tinggi lebih mungkin menolak tekanan menikahi laki-laki dengan status sosial lebih
tinggi, karena mereka memiliki kepercayaan diri dan independensi ekonomi. Di sisi
lain, masyarakat dengan struktur hierarkis kuat masih mempertahankan kriteria
tradisional, seperti profesi atau kekayaan keluarga, sebagai indikator utama Kafa’ah .
Ketegangan antara kedua perspektif ini menciptakan dualitas antara norma agama dan
praktik sosial, di mana individu sering kali memilih kompromi pragmatis demi

kepentingan keluarga atau komunitas. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya
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memengaruhi kriteria Kafa’ah tetapi juga menjadi medan konflik antara nilai tradisional
dan modern(Jahroh 2020).

Data literatur tentang SSE relevan dengan realitas ketimpangan dalam
penerapan Kafa’ah , terutama di masyarakat dengan struktur hierarkis kuat. Contohnya,
perempuan dari keluarga menengah sering memiliki harapan lebih tinggi terhadap
pasangan dalam hal tanggung jawab finansial, tetapi tekanan untuk menikah dengan
laki-laki dari kelas sosial yang sama menciptakan konflik intra-keluarga. Di Indonesia,
kasus perempuan yang dipaksa menikah dengan laki-laki dari keluarga bangsawan atau
tokoh agama-meskipun tidak memiliki kesesuaian visi hidup—mencerminkan
dominasi nilai tradisional atas kriteria modern. Selain itu, ketiadaan regulasi yang
mengakui SSE sebagai dimensi inklusif dalam Kafa’ah memperparah ketidakadilan
gender. Dengan demikian, data literatur memperkuat argumen bahwa rekonstruksi
konsep Kafa’ah yang memasukkan SSE sebagai kriteria inklusif menjadi urgensi untuk
mengatasi ketimpangan dalam pernikahan(Surya et al. 2024).

Penelitian ini mengungkap bahwa konsep Kafa’ah dalam pernikahan Islam
tidak hanya bergantung pada norma teologis tetapi juga dipengaruhi oleh faktor
pendidikan, status sosial ekonomi, dan latar belakang budaya. Data menunjukkan
bahwa ketidakkonsistenan antara kriteria tradisional (nasab, profesi) dan dinamika
modern (pendidikan tinggi perempuan, mobilitas ekonomi) menciptakan ketegangan
dalam rumah tangga. Misalnya, perempuan berpendidikan tinggi sering dianggap tidak
kafa’ah dengan laki-laki yang memiliki kualifikasi lebih rendah, meskipun kemampuan
intelektual dan finansial mereka berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan
keluarga. Selain itu, hierarki sosial yang kuat masih memengaruhi preferensi
pernikahan, terutama di komunitas tradisional, di mana tekanan untuk menikahi
pasangan dari kelas atau latar belakang budaya tertentu masih dominan. Namun,
penelitian ini juga menemukan bahwa pemberdayaan perempuan-terutama melalui
pendidikan-memiliki potensi untuk merekonstruksi Kafa’ah menjadi lebih inklusif,
yang tidak hanya mempromosikan kesetaraan gender tetapi juga meningkatkan
stabilitas rumah tangga (Suud Sarim Karimullah and Arif Sugitanata 2022).

Temuan penelitian ini selaras dengan studi Geertz (1960) dan Singapura (2012),
yang menekankan peran adat lokal dalam membentuk interpretasi Kafa’ah . Namun,
penelitian ini menambahkan dimensi baru dengan menyoroti pendidikan sebagai
kriteria Kafa’ah yang relevan dalam masyarakat urban. Berbeda dengan penelitian
Musdah Mulia (2015) yang fokus pada ketidakadilan gender dalam hukum keluarga
Islam, studi ini secara khusus menjelaskan bagaimana rekonstruksi Kafa’ah dapat

menjadi solusi praktis untuk mengatasi konflik intra-keluarga akibat ketidaksesuaian
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kriteria tradisional dan modern. Selain itu, hasil ini melengkapi temuan Hefner (2000)
tentang fleksibilitas kelas menengah urban dalam menilai kesetaraan pasangan, dengan
menambahkan analisis tentang bagaimana perubahan struktural (seperti akses
pendidikan perempuan) memengaruhi dinamika Kafa’ah . Keunggulan penelitian ini
terletak pada integrasi teori normatif (figh ) dengan studi empiris, sehingga
memberikan kerangka analisis yang lebih holistik untuk memahami transformasi
Kafa’ah di era kontemporer (Mrd et al. 2023).

Refleksi hasil penelitian menunjukkan bahwa eksplorasi hubungan antara
pendidikan, status sosial ekonomi, dan budaya dengan Kafa’ah memiliki manfaat
signifikan. Pertama, identifikasi faktor pendidikan sebagai kriteria Kafa’ah memberikan
justifikasi akademis untuk memperluas definisi kesetaraan pasangan, yang tidak lagi
terbatas pada hierarki tradisional. Kedua, analisis tentang dampak perubahan Kafa’ah
pada kesetaraan kemitraan menegaskan bahwa rekonstruksi konsep ini dapat
mengurangi konflik rumah tangga dan meningkatkan partisipasi aktif perempuan
dalam pengambilan keputusan. Ketiga, investigasi terhadap peran pemberdayaan
perempuan menghasilkan rekomendasi praktis untuk kebijakan sosial, seperti edukasi
masyarakat tentang pentingnya kesesuaian visi hidup dalam pernikahan. Dengan
demikian, tujuan penelitian ini tidak hanya menjawab pertanyaan akademis tetapi juga
memberikan solusi konkret untuk memperbaiki praktik pernikahan yang lebih adil dan
inklusif (Mrd et al. 2023).

Implikasi penelitian ini bersifat teoretis dan praktis. Secara teoretis, hasil ini
mengisi celah literatur tentang dinamika Kafa’ah di era modern, dengan menegaskan
bahwa konsep ini harus fleksibel menyesuaikan dengan nilai kesetaraan dan
kesejahteraan pasangan. Hal ini relevan untuk pengembangan hukum keluarga Islam
yang lebih progresif, terutama dalam konteks masyarakat Muslim yang heterogen.
Secara praktis, penelitian ini menyarankan perlunya regulasi yang mengakui pendidikan
dan kesadaran hak-hak perempuan sebagai dimensi Kafa’ah , yang dapat direfleksikan
dalam kebijakan agama, pendidikan, atau hukum perkawinan. Misalnya, lembaga
keagamaan perlu merumuskan panduan yang mendukung pemberdayaan perempuan
dalam menentukan kriteria pasangan. Selain itu, kampanye edukasi di komunitas
konservatif dapat membantu mengubah persepsi negatif terhadap perempuan
berpendidikan tinggi. Dengan demikian, implikasi penelitian ini tidak hanya terbatas
pada akademisi tetapi juga relevan untuk pembuat kebijakan dan pemangku agama
(Ndayambaje et al. 2020).

Hasil penelitian ini didorong oleh interaksi kompleks antara norma agama,

transformasi sosial, dan dinamika gender. Pertama, ketidakkonsistenan penerapan
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Kafa’ah disebabkan oleh dualitas antara nilai teologis (yang menekankan kesetaraan
intrinsik) dan pragmatisme sosial (yang mengutamakan hierarki tradisional). Misalnya,
penolakan terhadap perempuan berpendidikan tinggi sebagai pasangan sering kali
berasal dari kekhawatiran akan terganggunya struktur patriarki, bukan dari norma
agama itu sendiri. Kedua, perubahan sosial seperti meningkatnya akses pendidikan
perempuan dan transformasi ekonomi masyarakat menciptakan tuntutan untuk
menyesuaikan kriteria Kafa’ah dengan realitas modern. Ketiga, resistensi terhadap
rekonstruksi konsep ini berasal dari komunitas tradisional yang mempertahankan adat
lokal sebagai bagian dari identitas budaya (Tasbih et al. 2024). Dengan demikian, hasil
penelitian ini mencerminkan konflik antara norma agama yang idealis dan dinamika
sosial yang pragmatis, yang hanya dapat diatasi melalui pendekatan inklusif dan dialog
antar-generasi (Rahmaningsih and Rizqi 2022).

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa aksi strategis perlu diambil untuk
merealisasikan rekonstruksi Kafa’ah yang inklusif. Pertama, lembaga keagamaan dan
ulama perlu merumuskan panduan baru yang mengakui pendidikan dan kesadaran hak-
hak perempuan sebagai kriteria Kafa’ah , yang dapat dimasukkan dalam kurikulum
pendidikan agama. Kedua, pemerintah dan organisasi masyarakat sipil harus
mengembangkan program edukasi untuk mengubah persepsi negatif terhadap
perempuan berpendidikan tinggi, terutama di komunitas konservatif. Ketiga, kebijakan
hukum perkawinan perlu direvisi untuk mengakomodasi prinsip kesetaraan kemitraan,
seperti menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam menentukan pasangan.
Keempat, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang
rekonstruksi Kafa’ah terhadap stabilitas rumah tangga dan partisipasi perempuan
dalam masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, konsep Kafa’ah dapat menjadi alat
pemberdayaan yang mendukung kesetaraan gender dan kesejahteraan pasangan dalam

masyarakat Muslim kontemporer (Istibsjaroh et al. 2019).

PENUTUP

Temuan paling mengejutkan dari penelitian ini adalah bahwa konsep Kafa’ah
dalam hukum keluarga Islam, yang selama ini dianggap sebagai prinsip normatif yang
stabil, ternyata sangat rentan terhadap pengaruh dinamika sosial modern seperti
pendidikan, status sosial ekonomi, dan latar belakang budaya. Data menunjukkan
bahwa perempuan berpendidikan tinggi yang sering diabaikan dalam kriteria Kafa’ah
tradisional justru memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan dalam
mendefinisikan kesetaraan pasangan. Misalnya, di komunitas urban, perempuan

dengan gelar akademik tinggi tidak hanya menolak hierarki sosial tradisional tetapi juga
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mensyaratkan pasangan dengan kemampuan intelektual dan profesional serupa sebagai
bentuk Kafa’ah baru. Fenomena ini mengguncang asumsi bahwa Kafa’ah hanya soal
kesamaan nasab atau profesi, dan mengungkapkan bahwa rekonstruksi konsep ini
dapat menjadi alat pemberdayaan perempuan yang efektif. Dengan demikian,
penelitian ini membuktikan bahwa Kafa’ah bukanlah norma statis, tetapi cerminan dari
nilai-nilai masyarakat yang terus berkembang.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan baik secara teoretis maupun
praktis. Secara teoretis, studi ini mengisi celah literatur dengan memperkenalkan
dimensi baru dalam konsep Kafa’ah , yaitu pendidikan sebagai kriteria kesetaraan
intelektual dan profesional, yang selama ini diabaikan dalam literatur fikih klasik.
Integrasi teori kesetaraan dalam kemitraan (Rawls) dan pemberdayaan perempuan
(Lips) dengan hukum keluarga Islam membuka ruang dialog interdisipliner yang
kreatif. Secara praktis, hasil penelitian ini menjadi dasar untuk mereformulasi kebijakan
perkawinan yang lebih inklusif, seperti edukasi masyarakat tentang pentingnya
kesesuaian visi hidup dalam Kafa’ah , serta regulasi yang mengakui peran perempuan
dalam menentukan kriteria pasangan. Selain itu, temuan ini relevan untuk program
pemberdayaan perempuan di lembaga keagamaan dan pemerintah, yang selama ini
kesulitan menyelaraskan norma agama dengan agenda kesetaraan gender. Dengan
demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya wacana akademis tetapi juga menjadi
panduan aksi untuk menciptakan pernikahan yang lebih adil dan progresif.

Meski memberikan kontribusi signifikan, penelitian ini memiliki keterbatasan
yang perlu dicatat sebagai peluang pengembangan di masa depan. Pertama, pendekatan
kepustakaan yang digunakan membuat hasil penelitian ini belum memasukkan data
empiris langsung dari masyarakat, seperti wawancara dengan pasangan menikah atau
ulama. Kedua, fokus penelitian pada literatur dalam bahasa Indonesia dan Arab
membuatnya kurang mencerminkan perspektif global, terutama dari komunitas
Muslim di Timur Tengah atau Eropa. Untuk penelitian berikutnya, disarankan
menggunakan metode campuran (mixed-method ) yang menggabungkan analisis
literatur dengan survei atau wawancara mendalam di komunitas tradisional dan urban.
Selain itu, ekspansi penelitian ke wilayah dengan konteks budaya berbeda—seperti
Afrika Utara atau Asia Selatan—dapat memperkaya pemahaman tentang dinamika
Kafa’ah di tingkat global. Dengan pendekatan ini, rekonstruksi Kafa’ah yang inklusif

dapat dikembangkan secara lebih komprehensif dan kontekstual.
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